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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR \ TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL
KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2m 7 * |
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan”7 entan§ Hak
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Indanes™a Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Umbarin
Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2010 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrate
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah  Kabupaten
Pemalang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

r®~”" TURAN bupati TENTANG BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pimpinan DPRD adalah ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang.
Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kklasiflkasi suatu daerah untuk
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan
komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan
untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses
kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan DPRD wuntuk menunjang Kkegiatan operasional yang
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-

hari.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan

dengan peraturan daerah.

BAB Il
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a.
b.
C.

tinggi;
sedang; dan
rendah.
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Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan

sebagai berikut Daerah untuk kabupaten diatur
a' uu 550 000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar ruoiahl
ditelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi- P
Rp 550 ooo co®oo@oo ?r (tiga, T s milyar sampai den«an
PArKemam puan(Ql
" padtfKemampuar? K~anga”Daerah rendah”8 & Pe>*a"
BAB Il

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

(1) Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 dihitung berdasarkan realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah
besaran pendapatan umum daerah dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil
Negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji
dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

(4 Kemampuan Keuangan Kabupaten Pemalang termasuk dalam kelompok
Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi berdasarkan hasil perhitungan
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG

Pasal 5

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.

(2) Besaran Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
berdasarkan Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
femnatl sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.

13) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung
mulai tanggal 1 bulan Januari 2020 dan dibayarkan pada bulan benkutnya.

(4) Tunhingan™Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dtbenkan pada saat
Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Reses.
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BAB V
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG

Pasal 6

(1) Besaran Dana Operasional yang diberikan kepada ketua DPRD
berdasarkankan Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD.

(2 Besaran Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD
berdasarkan Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sebanyak 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD.

(3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibayarkan mulai tanggal 2 bulan Januari 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang Salinan sesuai dengan aslinya

pada tanggal 2 Januari 2020 KEPALA BAGIAN HUKUM
Pj.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO NIP. 19650218 199203 1006
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 1
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASIINTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO. URAIAN

| PENDAPATAN UMUM
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

3 Dana Alokasi Umum
1l BELANJA PEGAWAI
1 Belanja Gaji dan Tunjangan

REALISASI TAHUN ANGGARAN 2018

Gaji Pokok PNS

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Beras

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji

luran Asuransi Kesehatan
Tunjangan Kompensasi

luran Jaminan Kecelakaan Keija
Tunjangan Profesi Guru PNSD
Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Tunjangan Khusus Guru
2 Tambahan Penghasilan PNS

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM'
SETDA KABUPATEN PEMALANG

O, SH, MS.i
ina
199203 1006

Rp 1.511.632.429.192
Rp 300.481.887.079
Rp 30.316.210.113
Rp 30.316.210.113
Rp 28.384.768.523
Rp 1.931.441.590
Rp 1.180.834.332.000
Rp 903.663.122.717
Rp 862.340.925.349
Rp 501.865.363.606
Rp 47.260.876.257
Rp 6.216.189.000
Rp 35.286.439.000
Rp 8.867.015.000
Rp 25.612.936.240
Rp 995.844.230
Rp 6.766.028
Rp 14.114.334.078
Rp 233.400.000
Rp 5.039.868.765
Rp 215.743.333.145
Rp 434.000.000
Rp 664.560.000
Rp 41.322.197.368
Rp 607.969.306.475

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI



